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bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluargn, masyarakat dan
pemerintal;

bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi  masyarakat  dalum
pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Mizyan Muhfadzul Naskhi
Kccamatan Cisarua telah mendirikan SMP Plus Miftabhus Saddah dengan
semua persyaratan pendirian sudah terpenohi:

dengan pertimbangan hal tersebot di atas, dipandang perlu ditetapkan
dengun Keputusun Kepala Dinas Pendidikun Kabupaten Sumedang tentang
pemberian |jin Operasional kepada SMP Plus Miftuhus Saddah

Undung-undung Nomor 20 talsen 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lemburan Negars Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
L.embaran Negara Republik Indomesia Nomor 4301);

Undung-undung Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayunan Publik (Lembaran
Negara Republik [ndonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Neguara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-undong Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Neguora
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Uindang-undung Nomor 23 tabun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 244, Tambahan
I.embaran Negara Republik Indonesin Nomor 5587), scbogaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 246, Tambahan [.embaran Neguara Republik Indonesia Nomor
5589):

Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Peranghkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Peloksanaan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357):



Memperhatikan

10,

11,
12,
13.
14,
15,
16,

17,

18.

19.

20.

21,

Pcraturan Pemcrintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) schagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5670);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan
Pendidikan olch Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengcelolaan dan
Penyclenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran NegaraNomor 5105) scbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Yahun 2010 tentang Perubshan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengeloloan dan
Penyclenpgaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Ncgara Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewcenangan Dacrah scbagai Dacrah Otonom;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Tcknis Penataan Organisasi Perangkat Dacrah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayasan Nomor 84 tahun 2014
tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor @ 060/U/2002 tentang
Pedoman Pendirian Sckolah;

Peraturan Dacrah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Pembentukan  Organisasi  Perangkat  Dacrah  Kabupaten  Sumedang
(Lembaran Negara Republik Indonesio Tahun 2014 Nomor 9);

Peraturan Dacrah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengcelolaan Pendidikan
Dacrah Kabupaten Sumedang;

Peraturan Dacrah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Dacrah Kabupaten Sumdang

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 172 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas
Jabatan Struktural Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Dacrah.

Akta Notaris Pendirian Yayasan Mizyan Muhfadzul Naskhi Nomor 06
Tanggal 16 September 2019;

Surat Rekomendasi dari Desa Cimara Nomor B/7/400.3.5.1/1/2026 Tanggal
14 Januari 2026;

Surat Rekomendasi dari Kecamatan Cisarua Nomor 500.5.7.15/1/2026
Tanggal 15 Januari 2026;

Surat Rekomendasi dari RT/RW Desa Cimara Nomor 08/YMMN/1/2026
Tanggal 09 Januari 2026;

Surat  Rckomendasi dari SD  Negeri  Cikurubuk  Nomor
3/007/400.3.5.1/1/2026 Tanggal 14 Januari 2026;

Surat Rekomendasi dari SD Negeri Jambu Nomor 14/SDN-Jambw/1/2026
Tanggal 14 Januari 2026;

Surat Permohonan dari SMP Plus Miftahus Saadah Nomor
11/YMMN/1/2026 Tanggal 14 Januari 2026,
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Tembusan :

MEMUTUSKAN

Memberi [jin Operasional Penyeclenggaraan Pendidikan Sckolah Menengah

Pertama yang baru kepada :
Nama Yayasan ¢ YAYASAN MIZYAN MUHFADZUL NASKHI
Nama Sckoluh : SMP Plus Miftahus Saadah
Kecamatan Cisarua
Alamat ¢ Dusun Cikurubuk Rt/Rw 002/002

Desa Cimara Kccamatan Cisarua

Kabupaten Sumedang,
Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana tersebut pada diktum pertama
wajib menyampaikan laporan sccara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sumedang,

Keputusan ini mulai berlaku scjak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 20
Mei 2031, dengan ketentuan apabila teryata terdapat kekeliruan atau kesalahan
didalamnya akan diadakan perubahan scbagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sumedang,
Pada tanggal : 20 Mei 2026

Dr. EKA=GAS -' : KURNIAWAN, §.Sos., ML.E.
Pembina Muda Tk.1, IV/b
NIP. 19770313 200701 1 006

1. Yth. Bapak Bupati Sumedang;

2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumedang;

3. Yth. Ketua Komisi IIl DPRD Kabupaten Sumedang;
4, Yih. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang,



